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BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat
Lawang;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);



-

. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun
2014 Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat

Lawang Tahun 2021 Nomor 4);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Empat Lawang.

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Empat Lawang.

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7. Kabupaten Empat Lawang.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan

10.

11.

12.

Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.

. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang. 10. Sub
Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Empat Lawang.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS yang
diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung tugas

pemerintah.



BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan

pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa tipe B, terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas.

Sekretariat, membawabhi:

1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan
Sarana Prasarana Desa;

2. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan
Teknologi Tepat Guna (TTG); dan

3. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemerdayaan

Masyarakat Desa.

. Bidang  Pemerintahan Desa dan  Kelurahan

membawahi:

1. Seksi Penataan Administrasi Desa dan Evaluasi
Pengembangan Desa;

2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan

3. Seksi Pengembangan Aparatur Desa, Kelembagaan

dan Kerjasama.
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e. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan,
membawahi:
1. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
2. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
Antar Desa; dan
3. Seksi Pembangunan dan Pengembangan SDA
Kawasan Perdesaan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas Pokok untuk membantu
Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di
bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa
dan Kelurahan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
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a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan
Desa dan Kelurahan dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. perumusan konsep tujuan, sasaran dan target
program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan;

c. pengarahan dan pemberian dukungan administrasi
terhadap tugas-tugas di lingkungan dinas agar dapat
berjalan dengan baik;

d. pembinaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan
dan pencapaian kinerja program kegiatan di
lingkungan Dinas;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan di lingkungan Dinas;

f. pengkoordinasian, pensinkronisasian dan
pengintegrasian tugas dan kegiatan dengan unit kerja
lainnya baik otonom maupun vertikal yang berkaitan
dengan tugas-tugas pembinaan dan penyelenggaraan;

g. pengaturan dan pengkoordinasian tugas Sekretaris,
kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub
Bidang yang berada dibawahnya dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pemimpinan,
mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program
kerja tahunan rumah tangga, pengurusan administratif
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan, penyelenggarakan kegiatan umum dan

perencanaan serta evaluasi.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

Perencanaan Kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

. pengevaluasian rencana, program dan anggaran,;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
umum dan perlengkapan, kerjasama, hubungan

masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;

penyusunan dan pengkoordinasian penyusunan
bahan hukum di lingkungan Dinas;

pengelolaan, penatausahaan dan pemanfaatan barang
milik Negara; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana dan program kerja operasional
kegiatan penyusunan pelayanan dan
pengkoordinasian rencana, pengelolaan administrasi,
program kerja Dinas dan pelaporan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

. melaksanakan penyusunan rencana operasional

kegiatan, program kerja Dinas dan pengumpulan
bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
Dinas;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan

rencana kerja dan anggaran Dinas dengan keuangan;

. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan

rencana, program Dinas dan laporan pengelolaan

keuangan Dinas;
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melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas
dan administrasi pengelolaan keuangan dinas;
mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas
Dinas yang Dberhubungan dengan Keuangan,
perencanaan dan pelaporan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan

Pelaporan mempunyai fungsi:

a.

pengkoordinasian perencanaan pembangunan Dinas
menyusun program rencana pembangunan jangka
menengah dan tahunan Dinas, sesuai ketentuan

ketentuan yang ditetapkan;

. pengkoordinasian perencanaan anggaran

pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat
desa, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan tumbuh kembang anak;

pemprosesan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke dalam
software Rencana Kerja Anggaran sebagai bahan
pembahasan dengan Kementerian terkait, Dewan.
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten,;

. pemproses revisi program operasional dari program

program dan membuat rekomendasi Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Dinas;

penyusunan/membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas,
revisi Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas;

penghimpunan, merekapitulasi, menyusun bahan
bahan rencana bulanan, triwulan, tahunan Dinas, dan
menyusun bahan untuk program pembangunan

daerah, Rencana Strategis (RENSTRA);
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. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja
sub bagian program, pelaksanakan koordinasi
penyusunan perencanaan/program kerja bidang
bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan
desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
tumbuh kembang anak dengan dinas dan instansi
terkait;

. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban
(LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) Dinas;

penyiapan bahan wuntuk pelaksanaan koordinasi
sistem informasi pelayanan di lingkungan Dinas;
penyelenggaraan urusan keuangan meliputi urusan
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,
tindak lanjut LPH;

. penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat
Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan
penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran;

memverifikasi terhadap Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) keuangan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

. pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan
penyiapan, penyusunan dan mengirim laporan
realisasi keuangan setiap bulan (laporan

pertanggungjawaban keuangan);
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n. penyusunan dan membuat daftar gaji, serta tunjangan

jabatan, pembayaran/pemotongan gaji pegawai dan
penghasilan tambahan lainnya, penerimaan laporan
penerimaan daerah/retribusi dari masing-masing
pemungutan UPTD  penerimaan dan daerah
melaksanakan (pajak) dari bendahara/Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

. pengumpulan bahan menyiapkan, melaksanakan dan

laporan pertanggungjawaban rencana anggaran
pendapatan dan belanja aparatur; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana dan program kerja operasional
kegiatan pelayanan administrasi umum
kerumahtanggaan Dinas serta dan administrasi

kepegawaian;

. menyusun kebutuhan pelayanan administrasi umum

dan  kerumahtanggaan Dinas serta laporan
inventarisasi aset kantor;
menyusun alur kerja dan Standar Operasional

Prosedur (SOP);

. menyusun kebutuhan penyampaian pengaduan, kritik

dan saran serta peningkatan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan kantor;

mengkoordinasikan penyusunan administrasi
kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas
Dinas;

melaksanakan  operasional kegiatan pelayanan
administrasi umum dan kerumahtanggaan Dinas serta
administrasi kepegawaian;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi:

a.

pelaksanaan administrasi urusan surat tata usaha
kepegawaian, menyurat serta kearsipan, perlengkapan

dan rumah tangga;

. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan, pengelolaan aset kantor;
pelaksanaan admistrasi kepegawaian, pembinaan
jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil

negara;

. pelaksanaan pendistribusiaan informasi dan

dokumentasi, alat tulis kantor, alat perlengkapan dan
barang-barang inventaris kantor;

penyusunan daftar urutan kepangkatan, daftar urut
nominatif dan peta jabatan;

penyusunan dan melaporkan absensi aparatur sipil
negara;

penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat
(SKM) dan standar pelayanan publik (SPP);
pemprosesan dan penghimpunan arsip rekapitulasi
kehadiran, laporan kinerja bulanan pegawai, sasaran
kinerja pegawai (SKP) dan DP3;

penyiapan usulan tugas belajar, izin belajar, cuti
pegawai, kenaikan pangkat dan berkala penghargaan
satya lencana; dan serta

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga

Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai

tugas:
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a. menyusun rencana program kerja bidang
pemberdayaan masyarakat desa;

b. merencanakan, pelaksanaan, koordinasi,
pengevaluasian penyusunan pemantauan standar dan
kebijakan, prosedur, melaporkan pelaksanaan
pelayanan sosial dasar dan penyediaan sosial dasar;

c. merencanakan, pengevaluasian kebijakan,
pelaksanaan, penyusunan standar  prosedur,
koordinasi, pemantauan dan melaporkan pelaksanaan
Pendayagunaan teknologi tepat guna;

d. merencanakan, pelaksanaan, koordinasi,
pengevaluasian penyusunan pemantauan standar dan
kebijakan, prosedur, melaporkan pelaksanaan
Pengembangan usaha masyarakat desa;

e. melaksanakan administrasi bidang pemberdayaan
masyarakat desa; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
bidang pemberdayaan masyarakat desa;

b. perencanaan penyusunan output dan outcome
kegiatan, penentuan target dan pencapaian kinerja,
pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan
pengevaluasian kebijakan pelaksanaan pelayanan
sosial dasar dan penyedian sosial dasar;

c. perencanaan, penyusunan output dan outcome
kegiatan, penentuan target dan pencapaian kinerja,
pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan
pengevaluasian kebijakan pelaksanaan
Pendayagunaan teknologi tepat guna;

d. perencanaan, penyusunan output dan outcome
kegiatan, penentuan target dan pencapaian kinerja,
pemberian bimbingan teknis, pemantauan
pengevaluasian kebijakan pelaksanaan Pengembangan

usaha masyarakat desa;
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pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan
masyarakat desa; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan
Sarana Prasarana Desa

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Sarana

Prasarana Desa, mempunyai tugas:

a.

melaksanakan program nasional dan daerah

pengelolaan pemberdayaan masyarakat desa;

. menyiapkan bahan pembinaan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang pelayanan
sosial dasar dan penyediaan sarana dan prasarana
desa;

menghimpun peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
penyediaan sarana prasarana desa dan pelayanan

sosial dasar;

. melaksanakan administrasi kegiatan yang berkaitan

dengan penyediaan sarana prasarana desa dan
pelayanan sosial dasar; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan

Sarana Prasarana Desa mempunyai fungsi:

a.

b.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional yang berkaitan dengan pelayanan sosial.
dan penyediaan sarana dan prasarana desa;

penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan b.
rencana aksi yang berkaitan dengan pelayanan sosial

dan penyediaan sarana dan prasarana desa;
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c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup pelayanan sosial dan
penyediaan sarana dan prasarana desa;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja pelayanan sosial dan penyediaan
sarana dan prasarana desa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
Pasal 10

(1) Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi

Tepat Guna (TTG), mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi dan menyusun program
kerja sub bidang pengelolaan sumber daya alam dan
TTG;

b. menghimpun peraturan perudang-undangan pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sumber daya alam dan TTG;

c. menyiapkan bahan dan melakukan pemprosesan,
fasilitasi, koordinasi dan supervisi pelaksanaan
kegiatan kebutuhan teknologi tepat guna, pemetaan
kebutuhan kebutuhan teknologi pengkajian tepat
guna, teknologi pemetaan tepat guna,
permasyarakatan, kerjasama teknologi perdesaan
serta penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna
tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;

d. menyiapkan bahan pembinaan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang pengelolaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna,;

e. menyiapkan, memfasilitasi dan pembinaan desa
posyantek dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan

Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional yang berkaitan dengan pendayagunaan

sumber daya alam dan teknologi tepat guna,;

. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan

rencana aksi yang berkaitan dengan pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup pendayagunaan sumber daya

alam dan teknologi tepat guna;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

capaian kinerja pendayagunaan sumber daya alam
dan teknologi tepat guna; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Usaha
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 11

(1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, mempunyai tugas:

a.

mengelola administrasi dan menyusun program kerja
Seksi Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

. menghimpun peraturan perundang-undangan,

pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan keuangan
micro perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) dan Pasar Desa;

menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
kegiatan pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan
keuangan micro perdesaan, pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa;
memberikan  Fasilitasi kegiatan pemberdayaan

lembaga wusaha ekonomi dan keuangan micro
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perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dan Pasar Desa;

memberikan Fasilitasi kegiatanLembaga
Pemberdayaan  Masyarakat Desa dan  Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

memfasilitasi memberdayakan lembaga adat dan
budaya desa;

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional yang berkaitan dengan pengembangan

usaha dan pemberdayaan masyarakat desa;

. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan

rencana aksi yang berkaitan dengan pengembangan
usaha dan pemberdayaan masyarakat desa;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup pengembangan usaha dan

pemberdayaan masyarakat desa;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

capaian kinerja pengembangan pemberdayaan
masyarakat desa; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

usaha dan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 12

(1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan,

mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun rencana program pemerintahan desa dan
kelurahan;

merencanakan, pengevaluasian kebijakan
pelaksanaan Penataan Administrasi Desa Evaluasi

Perkembangan Desa;
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merencanakan, pengevaluasian kebijakan
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
merencanakan, pengevaluasian kebijakan
pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Aparatur
Desa, Kelembagaan dan Kerjasama;

melaksanakan administrasi bidang pemberdayaan
pemerintahan desa dan kelurahan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan

Kelurahan. mempunyai fungsi:

a.

penetapan, penyusunan rencana Program kerja bidang

Pemerintahan desa dan kelurahan;

. perumusan kebijakan pemerintahan desa dan

kelurahan;
penyelenggaraan proses penataan administrasi desa

dan proses pengembangan pedesaan dan kelurahan;

. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan

dana desa dan aset desa;

memverifikasi dokumen peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa dan kelurahan;
pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan
kelurahan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Penataan Administrasi Desa
dan Evaluasi Pengembangan Desa

Pasal 13.

(1) Seksi Penataan Administrasi Desa dan Evaluasi

Pengembangan Desa, mempunyai tugas:

a.

membuat dan menyusun perundangan-undangan,
juklak dan juknis penataan administrasi desa dan

evaluasi perkembangan desa;
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b. memverifikasi berkas penataan administrasi desa dan
perangkat pemerintahan desa;
c. memverifikasi berkas dan surat keputusan tentang

perangkat pemerintahan desa;

d. menyusun dan mengelola data profil desa/kelurahan;

e. melaksanakan dan mengevaluasi tingkat
perkembangan desa;

f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
kegiatan pengadministrasian desa dan pengembangan
pedesaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Penataan Administrasi Desa dan Evaluasi
Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan operasional yang perumusan
kebijakan teknis berkaitan dengan penataan
administrasi desa dan evaluasi perkembangan
desa;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan
rencana aksi yang berkaitan dengan penataan
administrasi desa dan evaluasi perkembangan
desa;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup penataan administrasi desa
dan evaluasi perkembangan desa;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja penataan administrasi desa dan
evaluasi perkembangan desa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pasal 14

(1) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mempunyai

tugas :
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membuat dan menyusun perundangan-undangan,
juklak dan juknis pengelolaan keuangan dan aset.

desa;

. memfasilitasi dan pembinaan proses perencanaan,

pelaksanaan keuangan Dana Desa;

memfasilitasi peyusunan laporan;

. menyusun Laporan realisasi pengelolaan keuangan

(Dana Desa dan ADD);

memfasilitasi penyusunan RPJMDes, RKPDes,
APBDes, dan Laporan Aset Desa;

memberikan pelatihan dan bimbingan teknik tentang
pengelolaan keuangan dan Aset Desa; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan dan aset desa;

. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan

rencana aksi yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan dan aset desa;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup pengelolaan keuangan dan aset

desa;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

capaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa;
dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Aparatur Desa,
Kelembagaan dan Kerjasama

Pasal 15
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(1) Seksi Pengembangan Aparatur Desa, Kelembagaan dan

Kerjasama mempunyai tugas :

a.

membuat dan menyusun perundangan-undangan,
juklak dan juknis pengembangan Aparatur Desa,

Kelembagaan dan Kerjasama;

. menganalisis dan memberikan pelatihan teknis kepada

aparatur dan kelembagaan di desa;
membina dan memberikan pengawasan

pengembangan kelembagaan desa;

. mengevaluasi pengembangan desa dan kelembagaan .

desa;

mengevaluasi dan  pelaporan  kegiatan  seksi
pengembangan aparatur desa dan kelembagaan desa;
memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan.
kerjasama antar desa; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pengembangan Aparatur Desa,

Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional yang berkaitan dengan pengembangan

aparatur desa, kelembagaan dan kerjasama desa;

. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan

rencana aksi yang berkaitan dengan pengembangan
aparatur desa, kelembagaan dan kerjasama desa;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup pengembangan aparatur desa,

kelembagaan dan kerjasama desa;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

capaian kinerja pengembangan aparatur desa
kelembagaan dan kerjasama desa; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 16
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(1) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana program pembangunan kerja

bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

. merencanakan, pengevaluasian kebijakan

pelaksanaan  pembangunan ekonomi kawasan
perdesaan;

merencanakan, pengevaluasian kebijakan
pelaksanaan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
Kawasan Antar Desa;

merencanakan, pengevaluasian kebijakan
pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan SDA
Kawasan Perdesaan;

melaksanakan administrasi bidang pembangunan
kawasan perdesaan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan mempunyai fungsi:

a.

penetapan, pelaksanaan penyusunan rencana

Program kerja Bidang Pembangunan perdesaan;

. perumusan kebijakan pengembangan kawasan
perdesaan;
penyelenggaraan pelaksanaan pengembangan

kawasan perdesaan;

. pengkoordinasiaan dan kerjasama pelaksanaan

pengembangan kawasan perdesaan;

perencanaan usaha-usaha pendukung pengembangan
kawasan perdesaan,;

pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Pasal 17
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(1) Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan,
mempunyai tugas:
a. menetapkan penyusunan rencana program kerja Seksi
Pembangunan Ekonomi Kawasan perdesaan;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan,

pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

usaha ekonomi perdesaan, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, peningkatan ekonomi
perdesaan;

c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan fasilitasi dan
koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan supervisi
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan
penduduk miskin dengan unit kerja terkait;

d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan usaha
ekonomi desa, usaha ekonomi perdesaan,
pemberdayaan kesejahteraan keluarga, peningkatan
ekonomi perdesaan;

e. memfasilitasi dan memberdayakan kegiatan
kesejahteraan keluarga;

f. melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan  pembangunan ekonomi kawasan
perdesaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan
Perdesaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional yang berkaitan dengan pembangunan
ekonomi di kawasan perdesaan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan
rencana aksi yang berkaitan dengan pembangunan
ekonomi di kawasan perdesaan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup pembangunan ekonomi di

kawasan perdesaan,;
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d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja pembangunan ekonomi di kawasan
perdesaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kerjasama dan Pengembangan
Kapasitas Antar Desa

Pasal 18

(1) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Antar

Desa, mempunyai tugas:

a. menetapkan, Penyusunan rencana Program kerja
Pengembangan Kapasitas Kawasan Antar Desa;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan,
pedoman petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan,
peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan,
penyelenggaraan peningkatan partisipasi desa dalam
perekonomian, penyelenggaraan Gerakan Nasional
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (GN-BBGRM);

c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pelaksanaan kegiatan pengembangan manajemen
pembangunan partisipatif masyarakat, peningkatan
peran masyarakat pendayagunaan penyelenggaraan
ruang dalam penataan kawasan perlombaan dan
perdesaan, desa/kelurahan, penyelenggaraan Gerakan
Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (GN-
BBGRM);

d. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan
manajemen pembangunan partisipatif;

e. meningkatkan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan, Kerjasama
dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Antar Desa;

f. melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kerjasama dan pengembangan kapasitas
kawasan antar desa;

g. melakukan penilaian terhadap bawahan; dan
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h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Antar Desa mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional yang berkaitan dengan kerjasama dan

pengembangan kapasitas kawasan antar desa;

. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan

rencana aksi yang berkaitan dengan kerjasama dan
pengembangan kapasitas kawasan antar desa;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup kerjasama dan pengembangan

kapasitas kawasan antar desa;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

capaian kinerja kerjasama dan pengembangan
kapasitas kawasan antar desa; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembangunan dan
Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan

Pasal 19

(1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan SDA Kawasan

Perdesaan, mempunyai tugas:

a.

menetapkan penyusunan rencana Program kerja
pengembangan SDA kawasan perdesaan;
menghimpun peraturan perundang-undangan,
pedoman petunjuk pelaksanaan teknis Seksi
Pembangunan dan Pengembangan SDA Kawasan
Perdesaan;

menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksanakan
kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
menyusun  standar, prosedur dan  kriteria,
melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SDA

kawasan perdesaan;
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d. melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SDA
kawasan perdesaan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pengembangan SDA
Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional yang berkaitan dengan pembangunan dan
pengembangan SDA kawasan perdesaan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan
rencana aksi yang berkaitan dengan pembangunan
dan pengembangan SDA kawasan perdesaan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan  lingkup pembangunan  dan
pengembangan SDA kawasan perdesaan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja pembangunan dan pengembangan
SDA kawasan perdesaan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB YV
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

(1) Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ses dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.Lb atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas
merupakan Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan
Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon
[II.b atau Jabatan Administrator, Kepala Seksi dan Kepala
Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan

Pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara

dan sumber sumber lain yang sah.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan
pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi dan
singkronisasi baik dalam lingkungan intern Dinas
maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas.
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(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan
Dinas bertanggung jawab kepada atasannya secara
berjenjang.

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan serta

evaluasi terhadap pekerjaan dan bawahannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang (Berita
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 64)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI EMPAT LAWNAG,

ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd
INDERA SUPAWI
BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012
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